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PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENGALOKASIAN,

PEMBAGIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Tahun 2025;



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan

Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak

memenuhi Alokasi Dana Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun

2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil

terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa; Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Tebo; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengalokasian, pembagian, dan tata cara

pengalokasian alokasi dana desa tahun 2025, yang meliputi ketentuan umum,

maksud dan tujuan, ruang lingkup, penetapan rincian alokasi dana desa

(penghitungan ADDM dan ADDP berdasarkan indikator bobot desa dan formula

yang ditentukan), penyaluran alokasi dana desa (tahapan penyaluran, persyaratan

dokumen, dan mekanisme pemindahbukuan), penggunaan alokasi dana desa,

pelaporan, serta penundaan dan penyaluran kembali alokasi dana desa.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2025.

Batang Tubuh: 17 Halaman

Lampiran : 1 Halaman


